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RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

. bahwa jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan retribusi perizinan
tertenfu dimaksud diatur dalam Pasal 1568 ayat (1) Undang-Undang
nomor 28 Tahun 2009,

. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud huruf a,

difindakianjuti dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, peru membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;

. Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia WNomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
— Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844},

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara



4.

Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos
5049,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah
Provinst, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Menetapkan

dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUS] PERIZINAN
TERTENTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemernntahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dafam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud datam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.

5. Bupati adalah Bupati Batu Bara.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk aleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan persetujuan
bersama Bupati.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.

0. Badan adalab sekumpulan orang dan/atau modai yang merupakan

10.

11.

12.

13.

kesatuan, baik yang melakukan usaha maugun yang tidak meiakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas. perseroan komanditer,
persefoan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinlkmati oleh orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestanan
hngkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.



14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemsrintah Daerah yang bersangkutan.

15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan farmulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adatah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumtah
pokok retnibusi yang terutang.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

18.5Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danfatau sanksi
adrministratif berupa bunga dan/atau denda.

19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguyji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribust dan/atau untuk tujuan lain datam rangka metaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

20.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan olekh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB I
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu
oleh Pemerintah Daerah kepada orang privadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi 1zin Gangguan; dan

¢. Retribusi {zin Trayek.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 4

Dengan nama Retribusi [zin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi

sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan
koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),
koefisien ketinggtan bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin untuk bangunan milk Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi [zin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang menurut ketentuan peraturan perundang— undangan
Retribusi diwajiban untuk melakukan pembayaran rstribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.



Paragraf 2

Pasal 7

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan
rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat
bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

{2) Fakior-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot
(koefesien).

{3) Besamya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

berikut :
Permanen Lux Permanen Semy Permanen
Pangunaan } o ]
Ban:u an Tingkal Bangunan Kelas Jalan Kelas Jalan Kelas Jalan
| Arteri Kolaktor Lokal Arten Kolektor Lokal Artert Koleklor | Lokal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Trlak Beringkat 1% 1% 1% 1 % 1% 1% 1% 1% 1%
Tempat
Tinggal Bertingkat '
ns 2% 2% 2% 15% | 15% | 1,5% 1% 1% | 1%
Lantai ) - i
Jasa S
Komersial/ | Tidak Bedingkat 175% | 1,75% | 1.75% | 15% 1.5 % 1.5 % 1% 1% 1%
Tempat
Usaha Bertingkat B
{Toko dan L antai ﬁ v 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1.5% 1.5% 1,5 %
Kantor)
S [ =
Tidak Bertingkat 1,75 % 1,75 % 1,76 % 1.5% 1.5% 1.5% 1% 1 % 1%
Industsi dan
Gudang :
Bertingkal
Lontar N 2% 2% 2% 2% 2% 2% | 15% | 15% [15%
Pendidikan | Tigak Bertingkat | $,75% | 1,75% | 1.75% | 15% 1.5% 1,5 % 1% 1% 1%
dan
Bangunan 3
ringkat
Sosial [ernaka 2% | 2% | 2% | 2% 2% | 2% | 15% | 15% |15%
[ Bangunan |
Fasilitas o o 5 o o o i i
Tidak Bertingkat | 1,75% | 1,75% | 1.75% | 1.5% 15% 1,5 % 1% 1% 1%
Perusahaan
Negara/Dae o
rah Bertingkat :
(BUMN/BU e 2% 2% 2% 2 % 2 % 2% 1,5 % 15% | 15%
Lantai Nl = !
MD)
Pem';‘;ﬁlfegar 15% | 15% | 15% | 15% | 18% | 15% | 15% | 1.5% | 1,5%
Fekarjagn
Bangunan Lamai Jernuran 1.5% 1,5 % 1,5 % 1% 1% 1 % 0.5% 05% |05%
Lain-Lain . e
Menara/Tower 2 % 2% 2% J 175% | 1.75% | 1,75% | 1.5% 15% | 15%
SR B S




Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB)adalah :

Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) per m? untuk bangunan baru milik
orang pribadi dan badan adalah sesuai table berikut :

BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT BANGUNAN BERTINGKAT
L l SEMI PERMANEN | SEMI
PERMANEN L PERMANEN
Ro) X . (Ro) PERMANEN LUX PER(“;A:‘EN PERMANEN
_ (Rp) Re) " ke
|
600.000, - 500.000,- 300.000,- 800.000.- 600.000,- 350.000,-
Paragraf 4

Wilayah Pemungutan
Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah
daerah izin bangunan diberikan.

Bagian Kedua
Retribusi 1zin Gangguan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 10

Dengan nama Retribusi tzin Gangguan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha.

Pasal 11

{1} Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasat

3 huruf ¢ adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang
pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian darn/atau gangguan, termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban  lingkungan, dan
keselamatan dan kesehatan kerja.

memenuhi  norma




(2) Tidak termasuk Objek Retribusi lzin Gangguan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paaal 12

(1) Subjek Retribusi i1zin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan

Tempat Usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau
gangguan terhadap lingkungan.

{2) Wajib Retribust 1zin Gangguan adatah orang pribadi atau badan yang
menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajthan untuk melakukan pembayaran retribust termasuk pemungut
atau pemotong retribusi izin gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa lzin Gangguan diukur berdasarkan atas faktor
besarnya dampak yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian
danfatau gangguan, jenis usaha, dan luas tempat usaha.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif izin gangguan adalah :
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan setiap tahun.

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 (satu)
Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

A. Lingkungan Industri/ Gudang/ Pelataran lkan/ Penjemuran lkan /
Perusahaan Temak dan lain-lain:

a. Luas sampai dengan 25 M2 dikenakan Rp. 500,- (Lima ratus
ruptah) untuk setiap M2.

b. Luas 26 M2 ke atas dikenakan tambahan Rp. 600.00,- (enam
ratus rupiah) untuk setiap M2.

B. Penggunaan Masin
a. 0 — 25 PK besar tariinya Rp. 500,00,- (ima ratus rupiah) Untuk
setiap PK nya.

b. 26 ~ 100 PK besar tarifnya dikenakan tambahan Rp. 600,00
(enam ratus rupiah) untuk setiap PK.
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¢. 100 PK ke atas besar tarifnya dikenakan tambahan berikutnya

Rp. 750.00,- (lujuh ratus fima puluh rupiah} untuk setiap PK
nya.

C. Lingkungan industn / Gudang / Pelataran Ikan / Penjemuran tkan/
Perusahaan Ternak dan lain-lain sekaligus mempergunakan
Mesin, besar tarifnya diperhitungkan kedua-duanya sesuaj
dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 15

Retribust 1zin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah lzin
tempat usaha diberikan.

Bagian Ketiga
Retribusi 1zin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 16

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin angkutan umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasatl 3 huruf
d adalah pembenan izin kepada orang pribadi atau Badan untuk

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa lzin Trayek diukur berdasarkan atas jenis

kendaraan dan jangka waktu izin.



Pasal 19

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan Peraturan Perundang — Undangan Retribusi
diwajiban untuk metakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut
atau pemotong retribusi izin trayek.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 20

Struktur dan besarnya izin trayek adalah :

(1) Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 orang sebesar Rp 500.000
fkendaraan/3 tahun.

(2} Mobil Penumpang Umum dengan kapasitas 10 orang sebesar
Rp 300.000 / kendaraan/ 5 tahun.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasai 21

Retribusi tzin Trayek yang terutang dipungut di wilayah daerah izin
diberikan.

Pasal 22

(1) Masa berlakunya izin trayek selama 5 (lima) Tahun.

(2) Izin trayek sebagammana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat
diperpanjang kembali.

Bagian Keempat
Golongan Retribusi
Pasal 23

Golongan Retribusi [zin Mendirikan Bangunan, Retnbusi 1zin Gangguan,
dan Retribusi izin Trayek termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

- 10 -



BAB Il
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 24

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi
Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian

atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberin izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negativ dari
pembertan izin tersebut.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF
Pasal 25

(1) Tarif Retribusi ditnjau kembali pahng lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarf Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditetapkan dengan Peraturan Bupatt.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 28
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

-1t -



(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

(9) Tata cara pelaksangan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran,
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 28

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenat alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 29

{1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggat SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waklu flu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- 12 -



(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan petaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 8 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diagjukan harus diber keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang
terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembatikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB Vi
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 32

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Pajak atau Waijib
Retribusi dapat mengajukan permohenan pengembalian kepada
Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama & (enam) bulan, sejak
diterimanya permocohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,

13-



permohonan pengembalian  pembayaran  Retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) buian.

(4) Apabila Waijib Retribusi mempunyai utang Retribusi fainnya,
kelebihan pembayaran Retribust sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) langsung dipermiungkan untuk melunasi terlebih dabulu utang
Retribusi tersebut.

(5) Pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengambalian kelebihan pembayaran Refribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebthan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB Vi
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) fahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

bh. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hat diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih  mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemenntah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan
permohonan  angsuran atau penundaan pembayaran  dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
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Pasal 34
(1} Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Vil
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 35

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Waitb Retribusi yang dipenksa wajib:
b. memperlihatkan dan/atay meminjammkan buku atau catatan,

dokumen vyang menjadt dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

c. memberikan kKesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan membernkan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

d. memberikan keterangan yang diperiukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenat tata cara pemenksaan Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 36

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pembenan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipit tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpuikan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atay laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

. menetiti, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenai orang

psibadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Retribusi,

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta metakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribus;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Retribusi;
memanggil orang uniuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi,

menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribust sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

- 16 -



-8

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimutainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melaiui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

Wajib Retribusi yang tidak mejaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling fama 3
{tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, merupakan penerimaan
negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan
masih dapat ditagih selama jangka waktu § (lima) tahun terhitung sejak
saat terutang.

BAB Xill
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabubupaten Batu Bara Nomor @ Tahun 2008
tentang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabubupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2009

tentang lzin Undang-Undang Gangguan (HO) di Kabupaten Batu
Bara;
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3. Peraturan Daerah Kabubupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2009
tentang Retribust izin Trayek di Kabupaten Batu Bara.

Dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah
ini diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasat 43

Peraturan Daerah iny mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daiam {_embaran Daerah
Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal ‘v Otsgwnber 90!

BUPAT] BATU BARA
trd

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal s ©Desenper o010

SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN BATU BARA
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